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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAFI KABUPATEN II*ATUNA

NOMOR 4I TAHUN 2OI9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2AI2 TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SELAUT KECAMATAN BUNGURAN BARAT

nhlY^ ltt h^lrttA6 m?YTYAf,t tTitt^ lt^Tta nGAI-/-Ut\trArI l(fll[lVr,{{r IUFiAN IAl\(r lVtl{-trlA I/DA

.tffrer[mDang :

htthaht ItamttltlEUTtlII I\AIUI\4,

a. bahwa untuk meqjamin administrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

luas wiiayah suatu desa yang memenuhi aspek teicnis

dan aspek yuridis di Kabupaten Natrrna, Pemerintah

Kabupaten llatuna meiaksanakan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah yang

pelaksanaannya dilakukan secara 'oeriahap di semua

Kecamatan di Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

Penghitungan {an Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2018 di Desa Sliaut terciapat perbedaan Luas Wilayah

Desa Selaut dengan yang ditetapkan pada Peraturan

Daerah i.Iomor i2 Tahun 2Ol2 tentang Fembentukan

Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat;

bahwa berciasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah ienta.ng Perubahan Atas Peraturan

b.

c.
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II.

Daerah iriomor i2 Tahun 2Oi2 teniang Pembentukan

Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat.

Fasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Unciang iriomor 53 Tahun i999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Huiu, Kabupaten Rokan Hilir, Ka'oupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi cian Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

irmbaran iiegara Republik Indonesia iiomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengal Undang-Undang i.[omor 34 Tahun 2008 teniang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2OA8

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia i{omor a88O) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Nesara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 777,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4.ra.7\.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2OO4 Nomor 726, Tarnbahan Lem'oaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

3.

4.
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6.

7.

D. Unciang-Undang i.iomor i2 Tahun 20ii teniang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Repubiik incionesia Tahun 2Ai7

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

incionesia iriomor 5234) sebagaimana teiah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Perr-rbahan Atas Undang-Unciang i.iomor i2 tahun 20ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lem'naran iriegara Repubiik incionesia Tahun 2Oi9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
rr-,__ _-_ z^60\-IIOIIIUI' O.):'O';

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
tt -..--. -. 1-..-.. -.....-- rr------- h-----t-1:1 t---l-----:- h,1 -- -  

^1 
A

tLcrnourran Negara KcpuDru( rnoonesra r arlun zv L+

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
r I : rr rrn F\tn(I()ncsla l\()rn()r J+:/cr;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tatnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Llndang-

Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua
A t tY t ,t I 6 , dda AAtas uno€rng-unoang l\omor z3 ranun zvt+ renfang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

in<ionesia Tahun 2Al5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah iriomor 43 Tahun 2Ai4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Ai4 ientang Desa (i,embaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2074 Nomor L23, Tambahan Lembaran

iriegara Republik indonesia iriomor 5539i;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lem'oaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6.

9.
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IU. Peraturan Menteri Daiam i.iegeri iriomor i3 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana teiah ciiubah be'oerapakaii terai<hir ciengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2All
teniang Perubahan Keciua Atas Peraiuran Menieri Daiam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengeioiaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu'oiik

Indonesia Tahun 20lt Nomor 31O);

n a la ) : .^ t ll : lt 
^- 

m I   1-reraluran lvlcnLerl Lratalll r\eg,erl I\oITlor +,J Ianun zv to

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
,n ...--.:1- f,T------- n-----t-l:l r---r-----:- m-1----- d a- lt-lEcnur l\egara Kepuoru( lnoonesra ranun zvl.o r\omor

1038h
/ la / : n I ll : ll t m I dA1-reraluran rvrenLerr Lraram r\e8,err l\omor r lanun zull

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik
t---1 -,---:- m-l-_---  n az f,t------- lrrt-rnoonesra lanun zvLl l\olnor roDr;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Talun
2A12 tentang Pembentukan Desa Selaut Kecamatan

Bunguran Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2Ol2 Nomor 12);

dan

nTTnimr lrAmrTtTAIf uffrll l\fI I ul\fr

I 
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TMT T6TZ A IT.IVIEIVIU I tJDnfl'I\:

rI,K.f\T UI(f\I\ IJAIII(f\rl IIAT'UTAI I'I\ I\AI UI\,f\ I I'I\ IANLi

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN
AAln 6nf,T6^ttn nrlaDnf,rmttTta,tt hr6a 6F, iTT6 rrn^AlaamArrzv Lz lt]/l\ lnl\\r rDlvlllt]/l\ L Ull._fl.l\ Lrl]/|)ft DtlLfIU I I\l:/\-AIvlArAl\

BUNGURAN BARAT.

11I -t.

LZ.

13.

Dengan Persetujuan Bersama

DEriv'Aii PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEI{ I.IATUNA

Menetapkan :
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Pasai I

Bebera-pa ketent-u_-a-n dalam Pera-t-rrra-n Daerah Ka-bu-paten

Natuna Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Desa

Selaut Kecamatan Bung,rran Barat (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2Ol2 Nomor 12), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berila-r'r-:

Posal 4

(1) Desa Selaut terbentuk ciari pemekaran Keiurahan

Sedanau Kecamatan Bunguran Barat atas prakarsa

masyarakat dengan memperhatikan asal usui desa

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
-^L^-.. 

,^^LstrLcruPaL

(21 Luas wilayah Desa Selaut adalah + 703,006 Ha dengan

batas-batas dikelilingi oleh Laut.

(3) Peta Wilayah Desa Selaut sebagaimana tercantum

<ialam lampiran yang merupakan bagran tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

a?
HASAI O

(i) Dengan dibentuknya Desa Seiaut maka Wiiayah

Kelurahan Sedanau memiliki luas wilayah + 9.2A6,945

Ha.

(21 Wilayah Kelurahan Sedanau terdiri dari:

a. Pelantar Laut, Kq.rtg Kasmir, Kampung Pantai

Ria, Kampung Nik'amah;



F'I
i

Diundangkan di Ranai

pada tangal 3l DaetU$er 2o2O

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

NOIvIOR REGISTER PERATURAN

KEPUI-AUAN RIAU : 40,flg/ %Lg

b. Kampung Air Batu, Kampung [,emis, Kampung

Kedu, Kampung Panas;

c. Kampung Pinyong, Kampung Genting, Kampung

Segeram.

Pasai ii

Perah:ran Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan-

Agar setiap orang mengetai-ruinya, irremer:intahkan

pengund€rngan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

NATUNA TAHUN 2079 NOMOR4]

DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI

Ditetapkan <ii Ranai

tanggal Zt )esetu'ber





Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna
Nomorz4lTahun 2019
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HAMID RIZAL

Balas WaFh AdminlstBsi.Desa/Kelurahan hasil Delin€si Eabs DesaSumber Pela
secaB ksdomehk

Cita Satelil Resolusi Tinggr Basemap Esri

- DeE Garis Fntai sesai cifa steiil Basemap Esri

Dala Digitral Peta Rupabumi lndoesia. skala I r 50.000

danToMim Badan lnfomasi G@spasial. edisi tahun 2017

Peb OeslKduraEn ini di bHmeregunakan Data Oigilal Batas Wilayah

Admi.isfasi Dee hasil D€lireasi Balas DedKeluEMn se@ra katumetik
bhun 2018 , Fng ditampilkan di abs citra delil redusilnggi. Peh ini

remilik kualibs sumbf dab skala besr yang dibyod ldih kdldan sbb
sebenamye *bd fahor ketefutasan maksimal ukura kenas

&bs Des ditail* di atas cita satell resolusi fnggi yang belum dilakukan

ofto.aHfika$ cfa. Teftaitketelilian dah batas daFldisempumakan
denqan melakuhn ren4akan citra salelil dan relakukan redelineasi

berd8$rkan hasil kesepakdan dEn geris batas yang lelah dibuat di peb ini.


